TEORI YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB

Setidaknya ada 3 prinsip atau teori tentang tanggung jawab yang dikenal dalam dunia hukum, yaitu:

a. 
Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya unsur kesalahan (fault liability atau liability based on fault principle);

b. 
Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas praduga (rebuttable presumption of liability principle);

c. 
Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability principle atau absolute liability principle atau no-fault liability principle).  

Penjelasan singkat atas masing-masing teori tanggung jawab tersebut adalah sebagai berikut:

a. 
PRINSIP TANGGUNG JAWAB BERDASARKAN UNSUR KESALAHAN


(FAULT LIABILITY)


Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya unsur kesalahan menurut sejarahnya pada mulanya dikenal dalam kebudayaan kuno dari Babylonia. Selanjutnya dikenal dalam Hukum Romawi (doktrin “culpa” dalam Lex Aquilla), yang kemudian diadopsi dalam Code Napoleon 1804. Pada tahun 1809 Code Napoleon dinyatakan berlaku di Negeri Belanda yang kemudian diubah menjadi Code Civil pada tahun 1911.  Setelah Negeri Belanda memperoleh kemerdekaan dari Perancis, asas ini kemudian diadopsi dalam Pasal 1401 Burgerlijk Wetboek Belanda yang selanjutnya diterjemahkan menjadi pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUH Per).

Konsep modern tentang tanggung jawab keperdataan (civil liability) menyatakan, secaa umum, bahwa unsur kesalahan pada seseorang yang menyebubkan timbulnya kerugian pada orang lain merupakan syarat mutlak bagi adanya perbuatan melawan hukum. Prinsip bahwa tiada tanggung jawab tanpa kesalahan menjadi dogma yang berlaku umum.

Dengan demikian berdasarkan prinsip ini maka barang siapa yang bersalah dan  menyebabkan kerugian maka wajib memberikan santunan kepada korbannya, sebaliknya bila tidak terbukti adanya unsur kesalahan maka santunan tidak berlaku. 

b. 
PRINSIP TANGGUNG JAWAB ATAS DASAR PRADUGA 

(PRESUMPTION OF LIABILITY)

Perbedaan utama antara prinsip tanggung jawab berdasarkan atas kesalahan dan prinsip tanggung jawab atas dasar praduga (presumption of liability) adalah bahwa dalam presumption of liability beban pembuktian beralih dari penggugat (korban) kepada tergugat (pihak yang berbuat). 

Tergugat adalah bertanggungjawab atas kerugian yang timbul, kecuali dia dapat membuktikan pihaknya telah mengambil semua tindakan yang perlu untuk menghindarkan kerugian tersebut atau bahwa hal tersebut tidak mungkin dilakukannya atau dihindarinya.

Contohnya dalam kasus tanggung jawab perusahaan penerbangan, pengangkut (perusahaan penerbangan) dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika dapat membuktikan bahwa kecelakaan atau kerugian yang terjadi disebabkan oleh keadaan “force majeure” atau disebabkan karena kesalahan penumpang sendiri.   

c. 
PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK

(ABSOLUTE LIABILITY/STRICT LIABILITY)

Berdasarkan prinsip ini maka tidak ada keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan atau dengan kata lain kesalahan merupakan hal yang tidak relevan untuk dipermasalahkan.

Istilah “absolute liability” dipergunakan pertama kali oleh John Salmond dalam bukunya “The Law of Torts” pada tahun 1907, sedangkan istilah “strict liability” dikemukakan oleh W. H. Hinfield dalam artikel “The Myth of Absolute Liability” pada tahun 1926.

Prinsip tanggung jawab mutlak ini merupakan warisan dari sistem hukum kuno. Prinsip ini merupakan konsekuensi dari ajaran “a man acts at his peril” atau “he who breaks must pay”.

Dalam perkembangan masyarakat modern, penerapan prinsip tanggung jawab mutlak ini harus dipandang dari pertimbangan nilai sosial secara luas (a broad sense of social judgement) bahwa seseorang yang melakukan kegiatan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri harus menanggung risiko akibat dari kegiatannya tersebut (Williams and Hepple). 


Beberapa penerapan prinsip tanggung jawab mutlak dalam praktek dan 
atau kebiasaan dari masa ke masa:


1. 
Tanggung jawab mutlak karena hewan piaraan pada umumnya;


2. 
Tanggung jawab mutlak karena hewan yang menerobos;


3. 
Tanggung jawab mutlak karena hewan yang tidak menerobos;


4. 
Tanggung jawab mutlak dalam hubungan dengan api;


5. 
Tanggung jawab mutlak tentang benda dan aktivitas yang 



berbahaya;


6. 
Tanggung jawab mutlak karena energi nuklir, roket dan pesawat 


terbang;


7. 
Tanggung jawab mutlak dari majikan;


8. 
Tanggung jawab produk tanpa kesalahan (product liability)

Di dalam KUH Perdata Indonesia, prinsip tanggung jawab mutlak dalam arti yang terbatas ditemukan antara lain dalam pasal-pasal 1367 dan 1368.   

